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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
karunia-Nya, sehingga buku berjudul Ekonomi Syariah di Indonesia
ini dapat terselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini merupakan
ikhtiar untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam
mengenai perkembangan, prinsip, serta praktik ekonomi syariah yang
semakin relevan dalam konteks perekonomian nasional.

Ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan
pesat, baik dalam sektor perbankan, keuangan, maupun usaha mikro
dan kecil. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah tidak hanya
menjadi pedoman spiritual, tetapi juga mampu menjadi landasan
praktis dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan,
dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Buku ini disusun secara sistematis, mulai dari landasan filosofis
dan normatif ekonomi syariah, regulasi yang berlaku di Indonesia,
hingga praktik dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.
Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa,
akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum yang ingin memahami
lebih jauh tentang peran ekonomi syariah dalam pembangunan
bangsa.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang
telah memberikan dukungan, masukan, dan inspirasi dalam proses
penyusunan buku ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat,
memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, serta menjadi sumbangan
kecil bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Selamat membaca dan selamat menjelajahi!

Penulis
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Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Latar Belakang Perkembangan Ekonomi Syariah di
Indonesia

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia merupakan proses
panjang yang dipengaruhi oleh interaksi antara nilai-nilai Islam,
dinamika sosial ekonomi masyarakat, serta perubahan kebijakan
ekonomi nasional dan global. Sebagai negara dengan populasi Muslim
terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam
pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah.
Nilai-nilai dasar seperti keadilan (al-‘adl), keseimbangan (tawazun),
kebersamaan (ukhuwwah), dan kemaslahatan (maslahah) telah
menjadi bagian dari praktik ekonomi masyarakat jauh sebelum istilah
“ekonomi syariah” dikenal secara formal. Praktik perdagangan yang
jujur, sistem bagi hasil dalam pertanian dan usaha kecil, serta
pengelolaan zakat dan wakaf merupakan contoh konkret internalisasi
nilai ekonomi Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Meskipun demikian, pada tahap awal perkembangannya,
ekonomi syariah di Indonesia lebih bersifat normatif dan kultural
dibandingkan institusional. Dominasi sistem ekonomi konvensional
yang diwarisi sejak masa kolonial menyebabkan praktik ekonomi
berbasis syariah belum memiliki ruang yang memadai dalam
kebijakan ekonomi negara. Kondisi ini berlangsung hingga beberapa
dekade pasca-kemerdekaan, ketika fokus pembangunan nasional
lebih diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro,
dengan mengadopsi sistem keuangan modern yang berbasis bunga.
Akibatnya, aspirasi sebagian masyarakat Muslim terhadap sistem
ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah belum sepenuhnya
terakomodasi dalam struktur ekonomi formal.

Momentum penting bagi perkembangan ekonomi syariah di
Indonesia muncul seiring dengan meningkatnya kesadaran Kkritis
terhadap kelemahan sistem ekonomi konvensional, terutama dalam
menghadapi krisis ekonomi dan ketidakstabilan keuangan. Krisis
moneter Asia pada akhir 1990-an menjadi titik balik yang signifikan,
karena memperlihatkan kerentanan sistem keuangan berbasis
spekulasi dan utang. Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah mulai
dipandang sebagai alternatif sistem yang lebih stabil karena
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menekankan prinsip kehati-hatian, keterkaitan dengan sektor riil,
serta pelarangan praktik riba, gharar, dan maysir. Pengalaman ini
mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi
keuangan syariah dan membuka ruang yang lebih luas bagi
pengembangannya (Hasanah et al., 2025).

Gambar 1.1: Transformasi Digital di Sektor Publik
Sumber : https://ekbis.sindonews.com/read /289544 /33 /potensi-

ekonomi-syariah-besar-indonesia-jangan-cuma-jadi-konsumen-
1609743667?showpage=all

Selain faktor krisis, latar belakang perkembangan ekonomi
syariah di Indonesia juga tidak terlepas dari peran strategis para
ulama, akademisi, dan lembaga pendidikan Islam. Diskursus ekonomi
Islam berkembang secara intensif melalui kajian ilmiah, fatwa, dan
kurikulum pendidikan tinggi, yang kemudian melahirkan sumber
daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah. Peran
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi
sangat penting dalam memberikan legitimasi syariah terhadap
produk dan praktik ekonomi syariah, sehingga meningkatkan
kepercayaan publik serta mendorong pertumbuhan industri
keuangan syariah secara lebih terstruktur dan akuntabel (Hasan,

2024).
Mokhamad Eldon
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Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah
Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran
Islam dan bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara
kesejahteraan material dan spiritual. Landasan filosofis ekonomi
syariah berakar pada prinsip-prinsip dasar yang memberikan
panduan dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara etis dan
berkeadilan Dalam rangka untuk menjaga maqasid syariah dan
mewujudkan magqasid syariah dapat dilakukan dengan perilaku
individu muslim yang harus sesuai dengan kerangka syariah dan tidak
melanggar batasan-batasannya sesuai dengan definisi ekonomi Islam
itu sendiri.

Magasid syariah disini meliputi jiwa, agama, akal, nasab, dan
harta. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam
yaitu:

1. Tauhid dan persaudaraan: Tauhid disini adalah hubungan Tuhan
dan manusia.

2. Bekerja dan produktivitas: Setiap individu sangat dituntut untuk
bekerja keras semaksimal kemampuannya sehingga dapat
menghasilkan produktivitas yang tinggi untuk kemaslahatan
bersama.

3. Selanjutnya adalah distribusi kekayaan yang berkeadilan dalam hal
ini, untuk distribusi yang adil dalam ekonomi Islam menggunakan
mekanisme zakat. Tentunya tujuan yang ingin dicapai dalam sistem
ekonomi Islam harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.

Adapun tujuannya diantaranya yaitu memenuhi kebutuhan dasar
manusia seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan
di setiap lapisan masyarakat; keadilan atau kesetaraan setiap orang;
mencegah adanya pemusatan harta kekayaan; memastikan adanya
kebebasan dalam memenuhi nilai dan moral; dan memastikan
stabilisasi ekonomi.

Sumber hukum dalam ekonomi Islam yaitu meliputi Al-Quran, Al-
Hadits, ijma’, ijtihad, dan giyas.

1. Tauhid, adalah sebuah keyakinan yang menjadi fondasi utama
seluruh ajaran Islam dan aktivitas umat Islam dalam segala bidang,
baik bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.
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2. Maslahah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad
menjadi sangat darurat dalam memberikan solusi atas berbagai
permasalahan dan pengembangan ekonomi Islam.

* Qiblat direction
* Qur'an and prayer mat available
* Time schedule for prayer

* Access to
authentic local
Halal food

* Connecting with

* Access to trip
planning and travel

information - the local Muslim
accuracy - community -
transparency — Protection Protection activities and
Halal assurance of Halal Tourism of destination

Wealth = Life
Brunei

Darussalam

* Conservation of

Protection Protection

* Sharing local culture of of natgral
and Islamic heritage Intellect Lineage environment and
* Seamless booking access. to '
experience Bruneian Muslim
<t— cultural heritage

Gambar 2.1: Konsep Ekonomi Syariah dalam Bisnis
Sumber: diolah penulis

Maslaah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah
dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Maslaah
‘ammah (kemaslahatan E humum) merupakan landasan
muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar’i, bukan
semata-mata profit oriented dan material rentability sebagaimana
dalam ekonomi konvensional.

3. Adil. Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi
Islam, penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur’an
sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah. Tujuan keadilan
sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan
dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam.

4. Akhlak (Etika). Akhlak atau budi pekerti merupakan salah satu inti
dari ajaran Islam. Sejumlah akhlak yang baik banyak terdapat
dalam Al-Quran, seperti ihsan, menjaga amanah, sabar, jujur,
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Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

1. Prinsip Tauhid
Prinsip tauhid dalam ekonomi mengamanatkan bahwa seluruh
aktivitas ekonomi harus tunduk pada aturan Allah SWT. Ini
menciptakan accountability vertical (kepada Allah) selain
horizontal (kepada sesama manusia), yang membedakan etika
bisnis Islam dari etika bisnis sekuler.

"Tawhid as an economic principle establishes divine sovereignty
over all economic activities, creating a moral compass that guides
Muslims in their commercial endeavors” (Naqvi, 2003). Manifestasi
tauhid dalam praktik ekonomi:

a. Niat mencari ridha Allah dalam berbisnis

b. Mengikuti halal-haram dalam transaksi

c. Menghindari praktik eksploitatif

d. Menggunakan harta untuk ibadah dan kemaslahatan

2. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan
Keadilan ekonomi dalam Islam menuntut distribusi kekayaan yang
proporsional, bukan pemerataan absolut. Sistem ekonomi syariah
mengakui perbedaan individu dalam kemampuan dan kontribusi,
namun memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak
dasarnya.

"Justice in Islamic economics requires proportional distribution
based on contribution and need, while maintaining balance between
individual rights and collective welfare” (Chapra, 1992).
Implementasi keadilan dan keseimbangan:

a. Upah yang adil sesuai dengan kinerja
Sistem zakat untuk redistribusi kekayaan
Larangan monopoli dan oligopoli
Perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam transaksi
Keseimbangan antara saving dan spending

e a0 o

3. Prinsip Kebebasan Bertanggung Jawab
Islam mengakui kebebasan individu dalam aktivitas ekonomi,
namun kebebasan ini dibatasi oleh tanggung jawab moral dan
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sosial. Konsep ini berbeda dengan laissez-faire dalam ekonomi
liberal yang menekankan kebebasan tanpa batas.

"Islamic economics recognizes individual freedom in economic
pursuits, but within the framework of moral responsibility and social
accountability” (Siddiqi, 2006). Batasan kebebasan ekonomi dalam
Islam:

a. Tidak boleh merugikan orang lain

Harus dalam koridor halal-haram
Mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan
Menghormati hak properti orang lain

Memenuhi kewajiban sosial (zakat, sedekah)

e a0 o

4. Prinsip Kepemilikan dalam Islam
Islam mengakui tiga jenis kepemilikan: individu, kolektif (publik),
dan negara. Kepemilikan individu dijamin namun tidak absolut,
karena pada setiap harta ada hak orang lain (QS. Adz-Dzariyat: 19).
Konsep ini menciptakan keseimbangan antara insentif
produktivitas dan tanggung jawab sosial.

"Islamic property rights recognize individual ownership while
acknowledging that wealth carries social obligations and that
certain resources should remain under collective ownership" (Kahf,
2003). Karakteristik kepemilikan dalam Islam:

a. Cara perolehan harus halal
Kepemilikan membawa kewajiban (zakat, infak)
Sumber daya strategis adalah milik publik
Negara dapat mengintervensi untuk kemaslahatan
Kepemilikan tidak boleh menyebabkan eksploitasi

e a0 o

5. Prinsip Kerja Sama dan Tolong-Menolong (ta’awun)

Ta’awun adalah prinsip kerja sama yang saling menguntungkan
dalam aktivitas ekonomi. Prinsip ini menekankan partnership dan
profit-loss sharing daripada hubungan debitor-kreditor yang
eksploitatif.

Al-Qur'an menyatakan: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS. Al-Maidah: 2).
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Figh Muamalah

Pada dasarnya perkembangan fikih muamalah tidak terlepas dari tiga

aspek utama yaitu: Syariah, Figh, dan hukum Islam.

1. Syariah
Pengertian Syariah, secara etimologi: ¢ & (jalan, cara dan aturan).
Secara terminologi, ketetapan hukum dan peraturan yang
ditetapkan oleh Allah bagi hambanya untuk diikuti yang berkaitan
dengan hubungan antara manusia dengan sang penciptanya, yaitu
Allah, dan hubungan antara sesamanya, yaitu manusia dengan
manusia itu sendiri, serta dengan lingkungan hidupnya (akidah,
akhlak, ibadah, muamalah, dan lain-lain). Karakteristik syariah:
aturan bersifat menyeluruh mencakup seluruh aspek kehidupan
manusia (ibadah dan muamalah), mengandung asas keseimbangan
antara kehidupan dunia dan akhirat, tetap dan luwes atau fleksibel
dalam penerapannya (Sari et al., 2024, p. 120).

2. Figh
Secara etimologi: 48 (pengetahuan, pengertian dan pemahaman).
Secara terminologi: ilmu yang mengetahui tentang hukum syara
yang berkaitan dengan amaliah (perbuatan), yang dikaji dari
sumber dalil-dalil secara terperinci.
Karakteristik fiqih:
a. Membahas ketetapan Allah yang berkaitan dengan perintah,

larangan, anjuran, pilihan, dan ketentuan sebab akibat
b. Membahas hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan manusia
bersifat praktis dan furu/cabang

c. Didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci
d. Istidlal para mujtahid

3. Hukum Islam
Secara etimologi, ~<~ (putusan, perintah, larangan dan lain-lain).
Terminologi, hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang
berdasarkan wahyu dan hadist yang berkaitan dengan pekerjaan
mukalaf yang diakui dan diyakini bagi semua kalangan muslim
(Suhendar et al,, 2024, p. 245).

Secara umum prinsip hukum Islam mempunyai lima prinsip,

yaitu pertama: g~ p2e / & = »ll (meniadakan kesulitan), Q.S. Al-
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maidah: 6; kedua il 48 (menyedikitkan beban), Q.S. Al-bagarah:
185; ketiga: s )33 / sy, (ditetapkan secara berangsur-angsur atau
bertahap); keempat: sball =llad (untuk kemashlahatan hamba);
kelima: 4l (keadilan) (al-Zuhaili, 2014, p. 170).

Adapun perbedaan antara Figh, kaidah figh, dan usul figh.
Diantaranya Figih adalah pengetahuan yang diketahui melalui
dalil-dalil secara terperinci yang berkaitan dengan amaliah
muslim. Sedangkan kaidah Figh menurut Imam Taj al-ddin Al-subki
(e LalSial gty 3 8l Jan dgle (galaiy 531 KU 5aY1)

Kaidah fikih adalah pengetahuan secara, mencakup bagian-
bagian yang banyak sehingga suatu hukum dapat dipahami melalui
kaidah tersebut. Sedangkan usul figh yaitu ilmu yang menggali ilmu
figh dalam arti digunakan untuk menggali dan merumuskan ilmu
figh (Saputri & Faisal, 2025, p. 25).

Ruang Lingkup Figh Mumalah

FIKIH
MUAMALAH

HAK| [MILIK| [HARTA| AKAD

Gambar 4.1: Ruang Lingkup Figh muamalah
Sumber: diolah penulis

1. Hak
Dalam Hak dibagi kepada dua hal, yang berkaitan dengan hak
pencipta yaitu Allah SWT dalam hak Allah (ubudiah) merupakan
kewajiaban bagi makluknya termasuk manusia untuk beribadah
kepadanya. Sedangkan hak manusia yaitu hak yang melekat pada
diri manusia dan biasanya terikat dengan suatu perjanjian diantara
satu sama lain dan saling mengikat dan diakui oleh Syara’ (al-

Zuhaili, 2014, p. 235).
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Pendahuluan

Sistem perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu pilar
penting dalam pengembangan ekonomi syariah nasional yang
berlandaskan pada nilai-nilai Islam, seperti keadilan (al-‘adl),
keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), serta prinsip
amanah dan tanggung jawab sosial. Kehadiran perbankan syariah
tidak semata-mata dimaksudkan sebagai alternatif dari sistem
perbankan konvensional, melainkan sebagai sebuah sistem keuangan
yang menawarkan paradigma berbeda dalam pengelolaan dana,
distribusi risiko, dan orientasi kegiatan usaha.

Dalam perspektif ekonomi modern, perbankan memiliki peran
strategis sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak
yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan
pembiayaan. Perbankan syariah menjalankan fungsi intermediasi
tersebut dengan pendekatan berbasis nilai, di mana aktivitas
keuangan harus terhubung dengan kegiatan ekonomi yang riil,
produktif, dan halal. Dengan menolak praktik riba, spekulasi, dan
ketidakpastian berlebihan, perbankan syariah menekankan prinsip
berbagi risiko, kemitraan, serta keadilan dalam hubungan antara bank
dan nasabah.

Bagi Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim
terbesar di dunia dan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor
UMKM, pengembangan perbankan syariah memiliki signifikansi yang
sangat strategis. Secara ekonomi, perbankan syariah diharapkan
mampu memperkuat pembiayaan sektor riil dan mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Secara sosial, perbankan
syariah membawa misi pemerataan kesejahteraan dan penguatan
ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang berorientasi pada
kemitraan dan pemberdayaan. Sementara itu, dari sisi sistem
keuangan nasional, keberadaan perbankan syariah memperkaya
arsitektur keuangan dengan pendekatan yang lebih etis dan
berkelanjutan.

Meskipun telah menunjukkan perkembangan yang signifikan,
perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai
tantangan, baik yang bersifat struktural, kelembagaan, maupun
kultural. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai
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landasan konseptual, struktur kelembagaan, mekanisme operasional,
serta peran dan tantangan perbankan syariah menjadi sangat penting,
khususnya dalam konteks pengembangan ekonomi syariah di
Indonesia.

Landasan Konseptual Perbankan Syariah

Landasan konseptual perbankan syariah berakar pada ajaran Islam
yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi
dan keuangan. Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi tidak
dipandang semata-mata sebagai upaya memperoleh keuntungan
material, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan sarana untuk
mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, sistem perbankan
syariah dirancang untuk selaras dengan tujuan syariah (maqashid al-
syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sumber utama landasan konseptual perbankan syariah adalah Al-
Qur’an dan Sunnah, yang kemudian dikembangkan melalui ijma’ dan
qiyas oleh para ulama. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman normatif
dalam merancang produk, akad, serta mekanisme operasional
perbankan syariah. Salah satu prinsip paling mendasar adalah
larangan riba, yang secara tegas dilarang karena dianggap
menciptakan ketidakadilan, eksploitasi, dan ketimpangan distribusi
kekayaan. Dalam sistem perbankan syariah, keuntungan tidak boleh
diperoleh secara pasti tanpa keterlibatan risiko dan aktivitas usaha
yang nyata (Antonio, 2012; Ascarya, 2017).

Selain riba, perbankan syariah juga menolak praktik gharar dan
maysir. Gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian yang
berlebihan dalam suatu transaksi, sedangkan maysir berkaitan dengan
spekulasi dan perjudian. Larangan terhadap kedua unsur ini bertujuan
untuk menciptakan sistem transaksi yang transparan, adil, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, setiap transaksi dalam
perbankan syariah harus memiliki objek yang jelas, nilai yang
disepakati bersama, serta risiko yang diketahui dan diterima oleh para
pihak.

Sebagai konsekuensi dari larangan tersebut, perbankan syariah
mengembangkan konsep pembiayaan berbasis bagi hasil (profit and
loss sharing) sebagai alternatif utama pengganti sistem bunga. Melalui
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Konsep Dasar Industri Keuangan Non Bank Syariah

Orang sering berurusan dengan berbagai lembaga keuangan dalam
kehidupan sehari-hari mereka tidak hanya bank, seseorang secara
efektif berurusan dengan organisasi keuangan non-bank ketika
mereka membeli mobil secara cicilan, mengikuti program asuransi,
menggadaikan barang berharga, atau mempersiapkan diri untuk
pensiun. Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah) yang
beroperasi sesuai dengan aturan Syariah adalah mitra dari kegiatan
ini dalam kerangka ekonomi Islam.

Industri Keuangan Non-Bank Syariah adalah kelompok organisasi
jasa keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah
Islam di bidang selain perbankan. IKNBS menyediakan layanan yang
lebih luas, seperti asuransi syariah, pembiayaan syariah, dana pensiun
syariah, pegadaian syariah, lembaga penjaminan syariah, dan lembaga
keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT),
berbeda dengan bank syariah yang hanya fokus pada pengumpulan
dan penyaluran dana masyarakat. Permintaan komunitas Muslim
akan layanan keuangan yang menguntungkan dan aman sekaligus
mematuhi prinsip-prinsip agama melahirkan IKNBS. Aktivitas
ekonomi dan pertimbangan moral serta etika saling terkait dalam
Islam. Sebagai hasilnya, IKNBS bertujuan untuk mencapai keadilan,
kolaborasi, dan kemakmuran bersama selain keuntungan.

IKNBS berfungsi sebagai pelengkap sektor perbankan syariah
dalam sistem keuangan negara. Untuk menciptakan lingkungan
keuangan Islam yang inklusif dan berkelanjutan, keduanya saling
mengisi kekurangan masing-masing. IKNBS diharapkan dapat
mendorong sektor riil, yang merupakan tulang punggung
perekonomian, sekaligus menjangkau segmen masyarakat yang
belum terlayani secara memadai oleh perbankan melalui berbagai
produk dan layanan yang ditawarkannya.

Sektor keuangan non-bank Islam dan tradisional pada pandangan
pertama tampaknya melayani tujuan yang serupa. Keduanya
menawarkan perlindungan risiko, layanan keuangan, dan pengelolaan
dana publik. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, terdapat
perbedaan signifikan yang bersifat filosofis maupun teknologi. Teori
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ekonomi modern yang mengutamakan efisiensi dan maksimalisasi
keuntungan mendasari operasi entitas keuangan non-bank
tradisional. = Perusahaan keuangan biasanya menghasilkan
keuntungan yang relatif tetap karena hasil sebenarnya ditentukan
oleh struktur bunga atau premi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pelanggan sering kali menghadapi tingkat risiko bisnis yang lebih
tinggi karena kecenderungan ini.

Di sisi lain, keadilan dan persatuan adalah landasan sektor
keuangan Islam non-bank. Keuntungan tidak dapat diperoleh secara
sepihak di IKNBS tanpa mempertimbangkan hasil bisnis yang nyata.
Sebagai hasilnya, skema bagi hasil, margin jual-beli, atau ujrah (biaya
layanan) yang disepakati sesuai dengan kontrak Islam menggantikan
sistem bunga. Cara pendekatan terhadap risiko juga berbeda. Risiko
dalam IKNBS harus didistribusikan secara adil sesuai kesepakatan,
bukan sepenuhnya dihindari atau diserap oleh satu pihak. Pentingnya
kerja sama yang solid antara lembaga keuangan dan klien tercermin
dalam prinsip ini. Sebaliknya, lembaga dan konsumen memiliki
hubungan kreditur-debitur yang lebih kuat dalam sistem tradisional.

Selain pertimbangan dan bahaya teknologi, jenis kegiatan
ekonomi yang didanai adalah perbedaan penting lainnya. IKNBS
secara eksklusif menyediakan pendanaan kepada perusahaan yang
mematuhi prinsip-prinsip Islam dan halal. Hal ini menunjukkan
bahwa sektor perbankan syariah mempertimbangkan aspek moral
dan etika selain aspek hukum. Akibatnya, perbedaan antara IKNBS
dan sektor keuangan non-bank tradisional mencerminkan perspektif
yang berbeda mengenai tujuan dan signifikansi aktivitas ekonomi.

Semua kegiatan di sektor keuangan syariah non-bank didorong
oleh prinsip-prinsip syariah. IKNBS tidak dapat dibedakan dari sistem
keuangan tradisional tanpa gagasan ini. Konsep pertama dan
terpenting adalah bahwa riba atau pengambilan uang tambahan
secara tidak adil dalam transaksi keuangan itu dilarang. Islam
menganggap riba sebagai kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan
ketidakadilan sosial. Selain menghindari riba, IKNBS juga menjauhi
gharar, yaitu ketidakjelasan dalam kontrak atau tujuan transaksi.
Untuk mencegah pihak mana pun terpengaruh oleh informasi yang
tidak akurat, prinsip ini menekankan perlunya kejujuran dan
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Latar Belakang

Perkembangan industri keuangan syariah global dalam dua dekade
terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring
meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip keuangan
yang berlandaskan nilai etika, keadilan, dan keberlanjutan (Latief et
al., 2024). Salah satu sektor yang mengalami kemajuan pesat adalah
pasar modal syariah, yang berperan sebagai sarana penghimpunan
dana jangka panjang bagi dunia usaha dan pemerintah melalui
instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham
syariah, sukuk, reksa dana syariah, serta berbagai produk turunan
lainnya. Kehadiran pasar modal syariah tidak hanya memperluas
alternatif pembiayaan, tetapi juga memperdalam inklusi keuangan
dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional (Mubarok et al.,
2021).

Di Indonesia, pasar modal syariah berkembang dalam kerangka
regulasi yang semakin komprehensif sejak diperkenalkannya produk
reksa dana syariah pertama pada akhir 1990-an, disusul
pembentukan indeks saham syariah, penerbitan sukuk korporasi dan
negara, serta penguatan peran otoritas pengawas dan Dewan Syariah
Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sinergi antara
regulator, pelaku industri, dan lembaga keagamaan tersebut menjadi
fondasi penting dalam memastikan bahwa setiap produk dan
transaksi di pasar modal tidak hanya memenuhi standar hukum
positif, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang
melarang riba, gharar berlebihan, dan maysir, serta menekankan
transparansi dan keadilan dalam bertransaksi.

Seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan
nasional dan tuntutan terhadap investasi yang berkelanjutan
(sustainable finance), pasar modal syariah memiliki potensi strategis
sebagai sumber pendanaan alternatif yang kompetitif. Instrumen
seperti green sukuk dan sukuk berbasis proyek mencerminkan
bagaimana prinsip syariah dapat bersinergi dengan agenda
pembangunan berkelanjutan dan pembiayaan infrastruktur (Jannah,
2025). Namun demikian, perkembangan yang pesat tersebut juga
dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain literasi investor
yang masih terbatas, kompleksitas struktur produk, harmonisasi
regulasi, serta dinamika pasar global yang memengaruhi arus modal.

Kaca Dian Meila




Pasar Modal Syariah

Sejarah Pasar Modal

Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai pada 3 Juli 1997 ditandai
dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT Danareksa
Investment Management. Perkembangan berlanjut pada 3 Juli 2000
melalui peluncuran Jakarta Islamic Index (JII) oleh Bursa Efek Jakarta
bersama Danareksa untuk memandu investor berinvestasi sesuai
prinsip syariah. Pada 18 April 2001, fatwa pertama dikeluarkan
terkait pasar modal melalui Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang
reksa dana syariah. Perkembangan instrumen syariah semakin
berkembang dengan diterbitkannya Obligasi Syariah PT Indosat Tbk
pada September 2002 menggunakan akad mudharabah (Judijanto et
al,, 2025).

Dari sisi kelembagaan, pengembangan pasar modal syariah
diperkuat melalui kerja sama Bapepam dan DSN-MUI pada 2003 serta
pembentukan Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah. Struktur
organisasi khusus dibentuk pada 2004 dan ditingkatkan pada 2006.
Regulasi semakin lengkap dengan terbitnya peraturan Bapepam-LK
tahun 2006 tentang penerbitan efek dan akad syariah, disusul aturan
Daftar Efek Syariah tahun 2007 serta peluncuran DES pertama.
Tonggak penting terjadi pada 2008 dengan pengesahan UU SBSN yang
menjadi dasar penerbitan sukuk negara, yang pertama kali diterbitkan
pada Agustus 2008. Pada 2009, Bapepam-LK kembali
menyempurnakan aturan terkait penerbitan efek syariah dan Daftar
Efek Syariah.

Pengertian Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem pasar modal yang
seluruh aktivitas, mekanisme transaksi, serta instrumen investasinya
diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam
sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur’an, Hadis, serta difatwakan
oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Prinsip-prinsip tersebut menekankan larangan terhadap unsur riba
(bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (spekulasi), serta
keterlibatan dalam kegiatan usaha yang bertentangan dengan nilai-
nilai Syariah (Nasyah & Saputra, 2014).
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Pedahuluan

Negara Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, telah menunjukkan
kemajuan ekonomi yang signifikan, namun pertumbuhan tersebut
belum sepenuhnya inklusif. Di tengah pencapaian status sebagai
negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia masih
menghadapi tantangan struktural berupa kesenjangan sosial-ekonomi
yang membentang antara kelompok masyarakat. Fenomena ini tidak
hanya menjadi persoalan statistik, tetapi telah menjelma menjadi
realitas sehari-hari yang memengaruhi akses terhadap pendidikan,
kesehatan, peluang kerja, dan kesejahteraan dasar. Dari sisi
pandangan konteks filantropi Islam yang termanifestasi melalui
instrumen syariah berupa Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF)
muncul sebagai respons keagamaan sekaligus solusi sosial ekonomi
yang berpotensi mentransformasi ketimpangan menjadi keadilan
distributif.

Dimana Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di Dunia
dengan penduduk sebesar 230 juta jiwa atau 87% dari total penduduk
(BPS, 2023), memiliki peluang strategis untuk menjadi pionir dalam
mengintegrasikan pengembangan ekonomi syariah ke dalam
kebijakan fiskal nasional. Namun, realitas menunjukkan sistem fiskal
Indonesia masih bertumpu pada paradigma konvensional, di mana
85% penerimaan negara berasal dari pajak (Keuangan RI, 2024).

Fenomena lain terlihat berdasarkan Badan Pusat Statistik, yang
mencatat bahwa pada Maret 2024, tingkat kemiskinan Indonesia
mencapai 9,36%, atau setara dengan 25,22 juta penduduk (BPS,
2023). Yang lebih mengkhawatirkan adalah indeks kedalaman
kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) yang tetap tinggi di
beberapa wilayah, terutama di Indonesia bagian timur seperti Papua
dan Nusa Tenggara Timur, di mana lebih dari 20% penduduk hidup di
bawah garis kemiskinan. Sementara itu, ketimpangan pengeluaran
yang diukur melalui rasio Gini masih bertahan pada level 0,381 pada
September 2023, mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan
belum merata, dengan 20% kelompok teratas menguasai hampir 46%
total pengeluaran nasional. Laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa
meski Indonesia berhasil mengurangi kemiskinan ekstrem,
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kerentanan tetap tinggi; sekitar 40% populasi berada dalam kondisi
hampir miskin (near-poor) dan berisiko jatuh ke dalam kemiskinan
akibat guncangan ekonomi, kesehatan, atau bencana alam (World
Bank, 2024). Dalam perspektif multidimensi, kemiskinan tidak hanya
soal pendapatan, tetapi juga terkait dengan keterbatasan akses
terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, partisipasi
sosial, dan perlindungan sosial.

Di tengah tantangan struktural tersebut, Indonesia memiliki
modal sosial dan keagamaan yang unik dan potensial dengan kondisi
87% penduduknya beragama Islam yang secara teologis terikat
dengan prinsip kedermawanan dan keadilan sosial. Filantropi Islam
bukan sekadar amal karitas konvensional, tetapi merupakan sistem
ekonomi-sosial yang terlembaga dan memiliki landasan normatif yang
kuat. Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan potensi
zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun per tahun (BAZNAS, 2024),
namun realisasinya pada 2023 baru sebesar Rp 14,5 triliun. Artinya,
terdapat ruang pemanfaatan yang sangat besar jika dikelola secara
profesional dan terintegrasi dengan kebijakan publik.

Instrumen wakaf juga mengalami revitalisasi signifikan. Dari
sekitar 4,2 miliar meter persegi tanah wakaf yang terdata oleh Badan
Wakaf Indonesia (BWI), sebagian besar belum dikelola secara
produktif. Namun, inovasi seperti wakaf uang (cash wagqf), wakaf
saham, dan wakaf melalui platform digital mulai mengubah paradigma
wakaf dari aset statis menjadi modal pembangunan yang dinamis.
Wakaf produktif untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan
pemberdayaan UMKM telah menunjukkan dampak nyata dalam
meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dan rentan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2011 Tentang Pengolaan Zakat, merupakan pranata
keagamaan yang bertujuan meningkatkan keadilan, kesejahteraan
masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan (UU No. 23 Tahun,
2011). Negara mengakui kewajiban zakat sebagai bagian dari jaminan
konstitusional atas kebebasan beribadah Pasal 29 UUD 1945.
Pengelolaan ZISWAF tidak hanya sebagai amal individu, tetapi sebagai
sistem sosial-ekonomi berlandaskan syariat Islam yang terintegrasi
dengan pembangunan nasional.
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Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Pendahuluan

Sistem keuangan konvensional dengan praktik bunga (riba) telah
lama menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Muslim Indonesia,
sekaligus seringkali tidak dapat menjangkau segmen usaha mikro dan
kecil akibat prosedur yang ketat dan persyaratan agunan. Keinginan
untuk bertransaksi secara halal dan akses modal yang luas bagi
lapisan ekonomi menengah ke bawah menjadi penyebab utama
lahirnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT muncul sebagai
terobosan kelembagaan yang lahir dari akar rumput, mengisi celah
antara lembaga keuangan formal (bank) dan praktik rentenir yang
merugikan (Solekha et al.,, 2021).

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan
didominasi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),
potensi BMT di Indonesia sangat besar. Data historis menunjukkan
perkembangan pesat BMT sejak didirikannya BMT Bina Insan Kamil
(BIK) pertama pada tahun 1992, dengan perkiraan mencapai 6.000
unit pada tahun 2016 (Solekha et al, 2021). Namun, hingga tahun
2018, jumlah BMT di Indonesia mengalami penurunan di angka 4.500
BMT yang tercatat (Kemenko Perekonomian, 2021).

Pengertian dan Tujuan Baitul Maal wat-Tamwil (BMT)
Berdasarkan asal katanya dalam bahasa Arab, Baitul Maal wat-Tamwil
(BMT) secara harfiah dapat diartikan sebagai "rumah pengelolaan
harta." Istilah "maal" sendiri mencerminkan kecenderungan alami
manusia terhadap harta benda, yang diibaratkan seperti makanan
yang sangat digemari. Secara konseptual, BMT dipahami sebagai
sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang dikelola secara
swadaya oleh masyarakat (Hamzah, 2020).

Para ahli mendefinisikannya dengan menekankan pada fungsi
ganda BMT. Subhan dan Delvianti (2024) menjelaskan bahwa BMT
terdiri dari dua pilar: (1) Baitul Maal (Rumah Harta), yang bergerak
dalam pengumpulan dan penyaluran dana sosial non-profit seperti
zakat, infak, dan sedekah; dan (2) Baitul Tamwil (Rumah
Pengembangan Harta), yang mengelola kegiatan pengumpulan dan
penyaluran dana bersifat komersial. Sementara itu, Andri Soemitra
menegaskan posisinya sebagai sebuah lembaga keuangan mikro
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(LKM) yang beroperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah
(Hamzah, 2020).

Tabel 9.1: Dimensi Operasional BMT

Fungsi Konsep Aktivitas & Produk Tujuan

Baitul Rumah Harta Penghimpunan: Zakat, | Pemberdayaan

Maal Infag, Sedekah, Wakaf | sosial,
(ZISWAF). Penyaluran: | pengentasan
Bantuan sosial, Qardhul | kemiskinan,
Hasan (pinjaman | pemerataan.
kebajikan), beasiswa.

Baitul Rumah Penghimpunan: Simpanan | Pengembangan

Tamwil | Pengembangan pokok/waijib, tabungan | usaha,

Harta (Mudharabah/Wadiah), peningkatan

deposito. Penyaluran: | pendapatan,
Pembiayaan Mudharabah, | profit yang halal.
Murabahah, Musyarakah.

Sumber: (Hamzah, 2020; Subhan and Delvianti, 2024)

Tujuan utama BMT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi anggotanya dan masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan ini,
BMT beroperasi dengan sistem ekonomi syariah yang menjauhkan
diri dari praktik bunga (riba). Sebagai gantinya, BMT menggunakan
prinsip-prinsip yang lebih adil, seperti (Sudjana dan Rizkison, 2020):
1. Bagi Hasil (Profit-Loss Sharing): Keuntungan dari sebuah usaha

dibagi antara BMT dan nasabah sesuai dengan porsi atau nisbah
yang telah disepakati di awal. Besaran keuntungan ini tidak tetap,
karena bergantung pada hasil usaha yang sebenarnya.

2. Jual Beli (Trade-Based): Skema seperti Murabahah (jual beli dengan
margin) dan Bai’ Bitsaman Ajil (jual beli dengan pembayaran
cicilan).

3. Pembiayaan Sosial: Seperti Qardhul Hasan, yaitu pinjaman
kebajikan tanpa bunga.

Dua skema bagi hasil utama adalah:

1. Musyarakah (Kemitraan): BMT dan nasabah bersama-sama
menyediakan modal untuk sebuah usaha, lalu berbagi keuntungan
dan risiko.
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Pengertian Akad Dalam Ekonomi Syariah

[slam tidak terbatas pada pengaturan ibadah mahdhah semata, yaitu
seperti shalat, zakat, dan puasa, namun juga memberikan pedoman
yang komprehensif dalam aspek muamalah, khususnya yang
berkaitan dengan aktivitas sosial dan ekonomi. Pengaturan muamalah
ini kemudian melahirkan suatu sistem yang dikenal sebagai ekonomi
syariah, yang artinya saatu sistem ekonomi yang di dalamnya
berlandaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam (Ahmad Zaki
Mubarok, 2024). Seluruh ketentuan dalam ekonomi syariah
bersumber dari Al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan utama dalam
mengarahkan perilaku ekonomi umat Islam (Antonio, 2001).

Dalam praktiknya, ekonomi syariah memuat sejumlah ketentuan
yang wajib dipatuhi oleh setiap muslim. Ketentuan tersebut tidak
hanya bertujuan menumbuhkan kepatuhan terhadap ajaran agama,
tetapi juga mengandung asas kemanfaatan yang luas bagi kehidupan
bermasyarakat. Salah satu karakteristik utama ekonomi syariah
adalah penerapan prinsip keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi,
oleh karena itu dalam ekonomi syariah terdapat perlindungan dan
manfaat yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat (Karim,
2016). Oleh karena itu, praktik ekonomi syariah secara tegas
dirancang untuk menghindari unsur-unsur yang berpotensi
menimbulkan ketidakadilan dan kerugian, seperti riba, gharar, dan
maysir, yang dilarang secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum
[slam.

Riba dipahami sebagai penambahan atau kelebihan dalam
pengembalian pinjaman yang ditetapkan berdasarkan persentase
tertentu dari pokok pinjaman dan dibebankan kepada pihak
peminjam. Praktik ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan
dan secara tegas diharamkan dalam syariat Islam (Az-zuhaili, 2011).
Sementara itu, gharar dan maysir merujuk pada aktivitas ekonomi
yang mengandung unsur ketidakpastian berlebihan, spekulasi, atau
perjudian, yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam
transaksi (Az-zuhaili, 2011). Untuk mencegah terjadinya praktik-
praktik tersebut, Islam menetapkan akad sebagai dasar dalam setiap
transaksi ekonomi agar hubungan hukum antara para pihak
berlangsung secara jelas, aman, dan adil.
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Secara konseptual, pengertian akad dalam arti luas hampir
sejalan dengan makna kebahasaannya, yaitu segala bentuk perbuatan
atau kesepakatan yang dilakukan seseorang berdasarkan
kehendaknya sendiri. Adapun dalam pengertian khusus menurut
hukum Islam, akad merupakan suatu ikatan hukum yang ditetapkan
melalui ijab dan qabul yang sesuai dengan ketentuan syara’(Az-
zuhaili, 2011), Dengan demikian, akad dapat dipahami sebagai
kesepakatan yang secara sengaja dibentuk oleh kedua belah pihak
atas dasar persetujuan bersama dan mengikat untuk dilaksanakan
sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Abu Fath (1947) menegaskan bahwa akad merupakan konsep
sentral dalam Kkajian figh muamalah dan menjadi fondasi utama dalam
seluruh aktivitas ekonomi dan sosial dalam Islam. Keabsahan suatu
transaksi, kerja sama, maupun hubungan hukum antarindividu sangat
ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya ketentuan akad sesuai
dengan prinsip Syariah. Oleh karena itu, pemahaman yang
komprehensif mengenai pengertian dan kedudukan akad menjadi
prasyarat penting dalam pengembangan sistem ekonomi dan
keuangan Islam (Nadhifah, Risnawati and Rosita, 2024).

Lebih lanjut, Fitrahadi (2025) menjelaskan bahwa akad dalam
Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan kontrak dalam
hukum positif. Selain bersifat legal-formal, akad juga mengandung
nilai moral dan spiritual, karena pelaksanaannya tidak hanya
dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, namun juga kepada
Allah SWT. Oleh sebab itu, akad harus dilandasi oleh prinsip kejujuran
(sidq), keadilan (‘adl), kerelaan (taradi), serta bebas dari unsur-unsur
yang dilarang dalam Islam seperti halnya riba, gharar, dan maysir (Alj,
2008).

Pada praktik muamalah, akad digunakan dalam berbagai aspek
kehidupan, baik yang bersifat ekonomi maupun sosial, contohnya
seperti akad jual beli, akad sewa-menyewa, kerja sama usaha, akad
pinjam-meminjam, hingga akad pernikahan. Keberagaman bentuk
akad tersebut menunjukkan bahwa Islam menyediakan kerangka
hukum yang fleksibel dan adaptif, selama tetap berada dalam koridor
prinsip-prinsip Syariah(Karim, 2016). Fleksibilitas ini memungkinkan
akad syariah terus berkembang dan diaplikasikan dalam konteks
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Pendahuluan

Perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia telah
menunjukkan kompleksitas yang terus meningkat. Ini terjadi seiring
dengan transformasi digital, inovasi produk, dan konvergensi antar
sektor keuangan seperti perbankan, pasar modal, industri keuangan
non-bank (IKNB), dan fintech. Kompleksitas ini memunculkan
kebutuhan akan sistem pengawasan yang tidak lagi sektoral
melainkan bersifat menyeluruh, guna menjamin stabilitas sistem
keuangan secara sistemik. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah
lembaga independen yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2011. OJK mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan
sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh
kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk dimensi keuangan syariah
(Ruslan, 2020).

Sektor keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan
yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Data OJK mencatat adanya
peningkatan partisipasi masyarakat terhadap layanan keuangan
berbasis syariah, baik melalui bank umum syariah, unit usaha syariah,
lembaga keuangan mikro syariah, hingga fintech syariah (O]K, 2021a).
Pertumbuhan ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan, tetapi juga
menuntut adanya sistem pengawasan yang memastikan bahwa
lembaga-lembaga tersebut mematuhi regulasi dan prinsip-prinsip
syariah (Mediawati, 2022).

Di sinilah pentingnya memahami pergeseran paradigma
pengawasan, dari model sektoral menuju model pengawasan
terintegrasi. OJK memformulasikan sistem Integrated Supervisory
Framework yang tidak hanya menyatukan pengawasan lintas sektor,
tetapi juga menekankan pentingnya risk-based supervision, termasuk
bagi lembaga keuangan syariah (Keuangan, 2020). Dalam konteks ini,
peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi semakin penting
sebagai organ internal LKS yang menjembatani dimensi normatif
agama dengan sistem tata kelola korporat (Soemitra, 2021).

Namun, problematika mendasar dalam pengawasan keuangan
syariah terletak pada dualisme otoritas antara negara dan agama.
Sementara OJK mengatur berdasarkan hukum positif, DPS menilai
berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berakar pada sumber
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hukum Islam. Hal ini berpotensi antara satu DPS dengan lainnya, atau
ketika terjadi moral hazard dalam praktik keuangan syariah (Mimin,
2020, 2022). Selain itu, terdapat risiko asimetri informasi dan
reputational risk yang berdampak langsung terhadap kepercayaan
publik terhadap lembaga keuangan syariah (Elsa, 2023).

Koordinasi antara OJK dan DPS pun sering kali menghadapi
tantangan, baik dalam hal sinkronisasi standar, komunikasi
kelembagaan, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Meski OJK
telah mewajibkan adanya DPS di setiap LKS dan memberikan
pedoman teknis pelaksanaannya (Keuangan, 2014), pelaksanaan di
lapangan sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya,
independensi DPS, hingga perbedaan interpretasi prinsip syariah
antar DPS (Hirsan, 2022). Ketiadaan standar fatwa yang rigid serta
keterbatasan kapasitas pengawasan juga memperlemah fungsi DPS
sebagai pengendali internal yang efektif.

Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada analisis mendalam
mengenai peran, fungsi, dan kewenangan OJK dalam pengaturan dan
pengawasan lembaga keuangan syariah, serta penjelasan mengenai
kedudukan dan mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah. Relasi
antara OJK dan DPS akan dibedah dalam kerangka Islamic Corporate
Governance. Hal tersebut berguna untuk melihat bagaimana integrasi
normatif dan legal dapat saling melengkapi dalam menciptakan sistem
pengawasan yang akuntabel dan berkelanjutan (Keuangan, 2016;
Mimin, 2020; Soemitra, 2021). Pada akhirnya, bab ini akan
mengidentifikasi tantangan struktural dan kelembagaan dalam sistem
pengawasan syariah Indonesia, serta memberikan rekomendasi
konseptual maupun praktis untuk memperkuat sinergi antara otoritas
negara dan otoritas syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan

Indonesia

1. Kedudukan Hukum dan Landasan Kelembagaan OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk melalui Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 sebagai lembaga independen yang
menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan sektor jasa
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Fatwa-Fatwa DSN-MUI Dalam Praktik Ekonomi Syariah

Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti menjelaskan atau
memberikan jawaban mengenai suatu peristiwa (Qaradhawi, 1997,
hlm. 5; Thohari, 2023, hlm. 57). Menurut Zamakhsyari sebagaimana
dalam Thohari, memaknai fatwa sebagai jalan yang lurus (Thohari,
2023, hlm. 62). Fatwa juga diartikan dengan "bayyana"” dalam bahasa
Arab, yang artinya "menjelaskan” (Thohari, 2023, hlm. 59). Menurut
istilah syara, fatwa berarti memberikan penjelasan atau jawaban
tentang hukum syara atas suatu persoalan yang dipertanyakan
kepadanya, baik pertanyaan tersebut berasal dari perorangan,
kelompok, maupun lembaga (Qaradhawi, 1997, hlm. 5; Thohari, 2023,
hlm. 57).

Menurut Amir Syarifudin sebagaimana dalam Thohari fatwa
berasal dari kata afta yang berarti meberikan penjelasan yang
kemudian didefinisikan sebagai wusaha untuk memberikan
memberikan penjelasan tentang hukum syara oleh orang yang ahli di
bidangnya kepada orang yang belum mengetahuinya. Dengan
demikian dapat dipahami sebagai hasil ijtihad seorang mufti mengenai
peristiwa hukum yang diajukan kepadanya (Thohari, 2023, hlm. 59).
Fatwa juga dapat dipahami sebagai keputusan hukum atau pendapat
yang dikemukakan oleh ulama atau lembaga fatwa terkait suatu
permasalahan yang membutuhkan penjelasan hukum syariah
(Sugiarto, 2025, hlm. 50).

Dalam kajian usul fikih fatwa lebih khusus dari ijtihad, ijtihad
dilakukan untuk menggali hukum tanpa adanya keterikatan dengan
adanya persoalan atau tidak yang terjadi di masyarakat. Hal ini
berbeda dengan fatwa; kemunculan fatwa diawali dengan adanya
kejadian atau persoalan di tengah masyarakat dan membutuhkan
kepastian hukum yang dapat memberikan kemaslahatan untuk
umum. Orang yang memberikian fatwa baik secara individu maupun
kelembagaan harus memenuhi syarat-syarat mujtahid, hal ini
bertujuan agar fatwa yang diberikan tidak mengandung unsur
pelecehan terhadap hukum (Zahrah, t.t.,, him. 401).

Berdasarkan beberapa pengertian fatwa sebagaimana di atas,
menurut Ma’ruf Amin sebagaimana dalam Yeni Salman Barlinti yang
dikutip oleh Lucky Omega Hasan, fatwa memiliki dua kepentingan,
yaitu pertama, fatwa bersifat Responsif yaitu fatwa merupakan
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jawaban hukum atau legal opinion atas pertanyaan yang diajukan
mengenai suatu peristiwa hukum yang telah terjadi atau berpotensi
untuk terjadi. Sebelum memberikan jawabannya, seorang mufti boleh
menolak untuk memberikan fatwa terkait dengan permasalahan atau
peristiwa yang diajukan. Kedua, sebagai jawaban atas pertanyaan
yang berkaitan dengan hukum, fatwa tidak memiliki kekuatan
mengikat bagi peminta fatwa, lain halnya dengan keputusan hakim di
pengadilan yang bersifat mengikat. Hal ini memungkinkan fatwa
untuk berbeda antara mufti satu dengan mufti yang lain di satu
daerah. Akan tetapi apabila fatwa telah diserap menjadi hukum positif
yang berlaku disuatu tempat atau diadopsi menjadi keputusan
pengadilan maka fatwa tersebut bersifat mengikat (Hasan, 2024, hlm.
134).

Ahmad bin Hanbal sebagaimana dalam Abu Zahrah menetapkan
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang mufti, yaitu
pertama, memiliki niat yang kuat dan lurus bahwa apa yang
dilakukannya adalah untuk kepentingan agama dan kemaslahatan
umat karena apabila seorang mufti tidak memiliki niat yang lurus
maka apa yang diucapkannya tidak akan memberikan cahaya yang
dapat menerangi umat. Kedua, seorang mufti harus memiliki kapasitas
keilmuan yang memadai terkait dengan hal-hal yang akan difatwakan
serta memiliki kesabaran, martabat yang luhur, dan ketenangan dalam
menghadapi permasalahan. Ketiga, memiliki kekuatan dalam
menghadapi persoalan serta pemahaman mendalam terkait
permasalahan yang akan difatwakan. Keempat, memiliki kecukupan
baik secara materi maupun kapasitas keilmuan sehingga tidak
dipandang rendah oleh masyarakat. Kelima, mengetahui dan
memahami keadaan sosiologis, psikologis, dan budaya masyarakat
setempat (Zahrabh, t.t,, hlm. 401).

Seorang mufti dituntut untuk memiliki kapasitas keilmuan yang
memadai dan penalaran atau ijtihad yang independen. Hal ini
bertujuan agar seorang mufti mampu membedakan dan memilih
pendapat-pendapat dari berbagai mazhab berdasarkan hasil
ijtihadnya. Dalam penetapan pendapat yang dipilih oleh seorang mufti
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: pertama, ambillah
pendapat yang memiliki landasan hukum dan bukti-bukti yang kuat
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agar pendapat tersebut dapat dipertanggungjawabkan, seperti
pendapat jumhur ulama yang harus lebih diutamakan daripada
pendapat satu mazhab tertentu. Kedua, penetapan fatwa harus
berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat secara umum,
sehingga dapat memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat,
tidak merugikan salah satu pihak dan tidak menjerumuskan kepada
tindak kekerasan ataupun tindakan permisif. Ketiga, fatwa yang
ditetapkan didasarkan pada niat yang tulus dan bertujuan untuk
kebaikan, tidak memihak kepada penguasa atau untuk memuaskan
pihak tertentu. Hal ini agar terhindar dari kemurkaan Allah S.W.T.
Dengan demikian, para wulama sepakat bahwa mufti yang
mengeluarkan fatwa harus turut melaksanakan fatwa yang
ditetapkannya sehingga apabila dia melanggar ketetapan dalam
fatwanya maka dia telah kehilangan integritasnya (Zahrah, t.t., hlm.
402-405).

Di Indonesia, terdapat lembaga resmi yang dapat mengeluarkan
fatwa yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoneisa atau
dikenal dengan DSN-MUI. DSN-MUI dibentuk pada tahun 1999 yang
bertujuan untuk mewujudkan aspirasi umat Islam terkait
permasalahan ekonomi serta untuk mendorong penerapan ajaran
Islam dalam bidang keuangan atau perekonomian agar dapat
dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam serta mendorong penerapan
aturan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam di masyarakat
(“Sekilas tentang DSN-MUIL,” t.t.).

Keberadaan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi para ulama
dalam berkoordinasi menanggapi permasalahan-permasalahan
terkait keuangan atau ekonomi. Dengan adanya DSN-MUI, apabila
terdapat permasalahan tentang ekonomi maupun keuangan, maka
akan dilakukan pembahasan bersama guna menyamakan pandangan
dalam menangani permasalahan yang ada. Sehingga para DPS yang
bertanggungjawab di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah
memiliki pedoman atau aturan yang sama dalam menyelesaikan
permasalahan. Disamping itu juga untuk menanggapi permasalahan
ekonomi yang senantiasa berkembang di masyarakat (“Sekilas
tentang DSN-MUI,” t.t.).
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Perbandingan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional

Landasan Filosofis

Ekonomi sebagai ilmu dan sistem praktik tidak pernah bersifat netral
nilai. Setiap sistem ekonomi dibangun di atas landasan filosofis
tertentu yang membentuk cara pandang terhadap manusia, harta, dan
tujuan aktivitas ekonomi. Ekonomi konvensional yang berkembang
dari tradisi pemikiran Barat modern berakar pada rasionalisme,
sekularisme, dan utilitarianisme, dengan asumsi bahwa individu
bertindak untuk memaksimalkan kepuasan atau keuntungan pribadi
(Samuelson & Nordhaus, 2009). Dalam kerangka ini, mekanisme pasar
dan instrumen berbasis bunga dipandang sebagai sarana utama untuk
mencapai efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, berbagai
krisis ekonomi global menunjukkan bahwa pendekatan tersebut
kerap mengabaikan dimensi etika, keadilan distributif, serta stabilitas
jangka panjang, sehingga memunculkan kesenjangan sosial dan
kerentanan sistemik (Stiglitz, 2012).

Berbeda dengan itu, ekonomi syariah hadir sebagai sistem
ekonomi yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai moral dan
spiritual ke dalam seluruh aktivitas ekonomi. Ekonomi syariah
berpijak pada prinsip tauhid, keadilan (‘adl), dan kemaslahatan
(maslahah), serta menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian
dari ibadah dan tanggung jawab sosial manusia (Chapra, 2000).
Larangan riba, gharar, dan maysir bukan semata-mata norma hukum,
tetapi mekanisme etik untuk mendorong keadilan, keterkaitan dengan
sektor riil, dan distribusi kesejahteraan yang lebih merata (Siddiqj,
2004). Oleh karena itu, perbandingan antara ekonomi syariah dan
ekonomi konvensional tidak hanya relevan pada level instrumen dan
kebijakan, tetapi juga menyentuh perbedaan mendasar dalam tujuan
akhir sistem ekonomi, yakni antara orientasi profit semata dan
pencapaian falah yang mencakup kesejahteraan material, sosial, dan
spiritual.

Tabel 13.1 : Landasan Ekonomi Syariah dan Ekonomi

Konvensional
Aspek Ekonomi Syariah Ekonomi Konvensional
Asas Sistem Aqgidah Islam (tauhid) Sekularisme
Sumber Nilai | Wahyu (Al-Qur’an & Rasio dan pengalaman
Sunnah) manusia

Mira Chairani

189



Perbandingan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional

Pandangan Ibadah dan Materialisme dan
pertanggungjawaban utilitarianisme
akhirat

Sumber : Penulis (2026)

Konsep Kepemilikan

Konsep kepemilikan (ownership) merupakan fondasi penting dalam
setiap sistem ekonomi karena menentukan cara manusia
memperoleh, menggunakan, dan mendistribusikan harta. Dalam
ekonomi konvensional, kepemilikan bersifat individualistik dan
absolut. Hak milik pribadi diakui secara penuh sebagai hasil dari
usaha, kontrak, atau mekanisme pasar, dengan batasan yang relatif
minimal dari negara. Landasan filosofis konsep ini berakar pada
pemikiran liberalisme klasik yang menempatkan individu sebagai
subjek utama ekonomi, serta memandang harta sebagai alat untuk
memaksimalkan utilitas dan kesejahteraan pribadi (Adam Smith,
1776/2007; Samuelson & Nordhaus, 2010). Dalam kerangka ini,
negara hanya berperan menjaga hak milik dan menegakkan hukum
kontrak, tanpa intervensi signifikan terhadap cara harta digunakan
selama tidak melanggar hukum positif.

Berbeda secara mendasar, ekonomi syariah memandang
kepemilikan harta sebagai amanah, bukan hak absolut manusia.
Kepemilikan sejati atas seluruh sumber daya berada pada Allah SWT,
sementara manusia hanyalah pemegang hak guna (right of use) yang
dibatasi oleh ketentuan syariah (Chapra, 2000). Konsep ini
menegaskan bahwa harta tidak boleh digunakan secara bebas tanpa
mempertimbangkan aspek halal-haram, kemaslahatan umum, dan
keadilan sosial. Oleh karena itu, kepemilikan dalam ekonomi syariah
bersifat relatif dan bertanggung jawab, di mana pemilik harta
diwajibkan mengelola dan mendistribusikannya secara produktif
serta tidak merugikan pihak lain (Qardhawi, 1999).

Selain itu, ekonomi syariah mengenal klasifikasi kepemilikan
yang lebih komprehensif, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan
umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan individu diakui dan
dilindungi, namun dibatasi oleh kewajiban sosial seperti zakat dan
larangan penimbunan harta. Kepemilikan umum mencakup sumber
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Etika Bisnis Syariah di Indonesia

Pendahuluan

Etika bisnis merupakan aspek fundamental dalam aktivitas ekonomi
karena berperan sebagai pedoman perilaku yang menentukan arah
dan kualitas praktik usaha. Di tengah dinamika perekonomian modern
yang ditandai oleh persaingan ketat, percepatan teknologi, dan
kompleksitas transaksi, persoalan etika menjadi semakin relevan.
Praktik bisnis yang mengabaikan nilai moral tidak hanya berpotensi
merugikan pihak lain, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan,
krisis kepercayaan, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu,
keberadaan etika dalam dunia bisnis menjadi kebutuhan yang tidak
dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan sistem ekonomi yang sehat
dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, etika bisnis syariah hadir sebagai
pendekatan yang menawarkan integrasi antara nilai keislaman dan
aktivitas ekonomi. Etika bisnis syariah tidak hanya mengatur
hubungan antar pelaku usaha, tetapi juga mengaitkan aktivitas bisnis
dengan tanggung jawab sosial dan spiritual. Sebagai negara dengan
mayoritas penduduk muslim dan potensi ekonomi syariah yang besar,
Indonesia memiliki ruang yang luas untuk mengembangkan praktik
bisnis yang berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, dan
kemaslahatan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai etika bisnis
syariah menjadi penting bagi mahasiswa untuk memahami peran
nilai-nilai Islam dalam membentuk perilaku ekonomi yang beretika
dan relevan dengan tantangan bisnis masa kini.

Pengertian Etika Bisnis dalam Perspektif Islam
Etika bisnis dalam perspektif Islam merupakan seperangkat nilai,
norma, dan prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam
menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis agar tetap berada dalam
koridor syariat Islam. Etika ini tidak hanya berorientasi pada
pencapaian keuntungan (profit), tetapi juga menekankan aspek
keberkahan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian,
bisnis dalam Islam dipandang sebagai bagian dari ibadah muamalah
yang memiliki dimensi duniawi sekaligus ukhrawi.

Secara etimologis, etika berasal dari kata ethos yang berarti
kebiasaan, karakter, atau watak. Dalam konteks Islam, istilah etika
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sering dikaitkan dengan konsep akhlak, yaitu perilaku yang
mencerminkan nilai kebaikan yang bersumber dari Al-Qur'an dan
Sunnah. Oleh karena itu, etika bisnis Islam tidak berdiri sendiri
sebagai konsep rasional semata, melainkan memiliki dasar teologis
yang kuat. Setiap aktivitas bisnis dipandang sebagai amanah dari Allah
SWT yang kelak akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada
manusia tetapi juga kepada Tuhan.

Etika bisnis Islam menempatkan manusia sebagai khalifah fil ardh
(pemimpin di bumi) yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola
sumber daya secara adil dan tidak merusak. Konsep ini membedakan
etika bisnis Islam dari etika bisnis konvensional yang cenderung
bersifat antroposentris dan utilitarian. Dalam etika bisnis
konvensional, ukuran keberhasilan sering kali ditentukan oleh
efisiensi dan keuntungan maksimal. Sementara itu, dalam etika bisnis
syariah, keberhasilan tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi
juga dari sejauh mana aktivitas bisnis tersebut memberikan
kemaslahatan bagi masyarakat luas serta tidak melanggar prinsip-
prinsip syariat.

Lebih lanjut, etika bisnis dalam Islam menekankan keseimbangan
antara hak dan kewajiban. Pelaku usaha tidak diperkenankan
mengejar keuntungan dengan cara yang merugikan pihak lain, seperti
melakukan penipuan, manipulasi informasi, atau eksploitasi. Prinsip
kejujuran (shiddiq), amanah, dan keadilan menjadi landasan utama
dalam setiap transaksi bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak
memisahkan antara moralitas dan aktivitas ekonomi, melainkan
menyatukannya dalam satu kesatuan nilai.

Urgensi etika bisnis Islam menjadi semakin penting dalam
konteks perekonomian modern yang ditandai dengan persaingan
ketat dan kompleksitas transaksi. Tanpa landasan etika yang kuat,
praktik bisnis berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial,
ketidakadilan, dan krisis kepercayaan. Etika bisnis syariah hadir
sebagai solusi normatif yang menawarkan sistem nilai yang tidak
hanya mengatur hubungan antara pelaku bisnis dan konsumen, tetapi
juga hubungan manusia dengan lingkungan dan Tuhan.

Dengan demikian, etika bisnis dalam perspektif Islam dapat
dipahami sebagai pedoman menyeluruh yang mengarahkan aktivitas
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bisnis agar berjalan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.
Bagi mahasiswa dan calon pelaku usaha, pemahaman terhadap etika
bisnis syariah menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter
wirausaha yang berintegritas, berorientasi pada keberlanjutan, serta
mampu berkontribusi positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia
yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Landasan Etika Bisnis Syariah
Etika bisnis syariah memiliki landasan yang kuat dan bersifat
komprehensif karena bersumber langsung dari ajaran Islam.
Landasan ini menjadi pembeda utama antara etika bisnis syariah dan
etika bisnis konvensional. Dalam Islam, nilai etika tidak hanya
dibangun atas kesepakatan sosial atau pertimbangan rasional semata,
tetapi berakar pada wahyu dan tradisi keilmuan Islam. Oleh karena
itu, etika bisnis syariah bersifat normatif, mengikat, dan berorientasi
pada kemaslahatan umat.

1. Landasan utama etika bisnis syariah adalah Al-Qur’an. Kitab suci
ini memberikan prinsip-prinsip dasar yang mengatur perilaku
manusia dalam aktivitas ekonomi, seperti keadilan, kejujuran, dan
larangan berbuat zalim. Al-Qur'an menegaskan pentingnya
keadilan dalam muamalah serta melarang praktik bisnis yang
merugikan pihak lain. Nilai-nilai tersebut tidak selalu disampaikan
dalam bentuk teknis bisnis, tetapi dalam bentuk prinsip moral yang
bersifat universal dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks
zaman. Dengan demikian, Al-Qur’an menjadi sumber nilai etik yang
fleksibel namun tetap memiliki batasan syariat yang jelas.

2. Landasan kedua adalah Hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis
memberikan penjelasan praktis mengenai bagaimana nilai-nilai Al-
Qur’an diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam
aktivitas perdagangan. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai
pedagang yang jujur dan amanah jauh sebelum diangkat menjadi
rasul. Teladan beliau dalam berbisnis menegaskan bahwa
kejujuran, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab terhadap
konsumen merupakan bagian integral dari etika bisnis Islam. Hadis
juga banyak menyoroti larangan praktik curang, penipuan, dan
ketidakadilan dalam transaksi.
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UMKM dalam Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama
perekonomian Indonesia yang berperan penting dalam pertumbuhan
ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan kesejahteraan.
Hingga tahun 2025, UMKM mendominasi struktur usaha nasional
dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto dan
ketenagakerjaan, sehingga keberlanjutan sektor ini memiliki implikasi
langsung terhadap stabilitas ekonomi dan ketahanan sosial
masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi syariah, UMKM tidak hanya dipandang
sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi
yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip
etika Islam seperti kejujuran (sidq), keadilan (‘adl), dan amanah
menjadi landasan aktivitas usaha agar pencapaian keuntungan
berjalan seiring dengan nilai keberkahan dan tanggung jawab sosial
(Beekun, 1997; Chapra, 2000).

Perkembangan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia
memperluas peran UMKM melalui akses pembiayaan berbasis akad
syariah dan pemanfaatan dana sosial Islam. Di era digital, transformasi
teknologi dan meningkatnya permintaan produk halal semakin
memperkuat relevansi UMKM syariah sebagai penggerak ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan.

Bab ini membahas UMKM dalam kerangka ekonomi syariah
dengan menyoroti peran strategis, tantangan, serta strategi penguatan
di Indonesia. Pembahasan diharapkan memberi kontribusi
konseptual dan praktis bagi akademisi, praktisi, dan pembuat
kebijakan dalam pengembangan UMKM syariah.

Landasan Filosofis dan Prinsip Syariah dalam UMKM

1. Definisi dan Karakteristik UMKM
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif
yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang memenuhi
kriteria tertentu berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan
tahunan. Kriteria ini diperbarui melalui Peraturan Pemerintah
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Nomor 7 Tahun 2021, yang menekankan Kklasifikasi UMKM
berdasarkan modal usaha dan omzet tahunan:
a. Usaha Mikro: modal usaha < Rp1 miliar, omzet < Rp2 miliar per
tahun.
b. Usaha Kecil: modal usaha Rp1-5 miliar, omzet Rp2-15 miliar
per tahun.
¢. Usaha Menengah: modal usaha Rp5-10 miliar, omzet Rp15-50
miliar per tahun.
Klasifikasi tersebut menjadi acuan dalam perumusan
kebijakan, pembiayaan, dan strategi pengembangan UMKM,
termasuk dalam konteks ekonomi syariah.

2. Landasan Filosofis Ekonomi Syariah dalam UMKM

Dalam ekonomi syariah, UMKM dipandang bukan sekadar entitas
bisnis, melainkan bagian dari sistem sosial berlandaskan nilai
Islam. Filosofi tauhid menekankan orientasi usaha pada
pengabdian kepada Allah, sehingga tujuan UMKM syariah tidak
hanya mencari keuntungan, tetapi juga menghadirkan keberkahan
dan kemaslahatan (Chapra, 2000). Prinsip ‘adl menuntut keadilan,
transparansi, serta integritas moral dalam transaksi, sehingga
UMKM berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan
(Beekun, 1997).

Selain itu, prinsip maslahah menegaskan bahwa aktivitas
usaha harus memberi manfaat sosial, seperti membuka lapangan
kerja dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan
demikian, UMKM syariah menjadi sarana distribusi kekayaan yang
lebih merata, sejalan dengan maqasid al-shariah yang menekankan
perlindungan harta, jiwa, dan keberlangsungan hidup (Ahmadan,
Laksono, & Hasibuan, 2025).

3. Prinsip Syariah dalam Praktik UMKM
Selain landasan filosofis, praktik UMKM syariah juga diatur oleh
prinsip-prinsip figh muamalah. Beberapa akad yang relevan antara
lain:
a. Mudharabah — kerja sama antara pemilik modal dan pengelola
usaha dengan sistem bagi hasil.
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Digitalisasi dan Fintech Syariah di Indonesia

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah dalam dua dekade terakhir
menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dan progresif di
Indonesia. Salah satu faktor pendorong utama adalah digitalisasi yang
merambah seluruh sektor kehidupan, termasuk keuangan syariah.
Transformasi digital ini tidak hanya mengubah cara masyarakat
bertransaksi, tetapi juga memperluas akses terhadap layanan
keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau. Fintech syariah hadir
sebagai inovasi yang menggabungkan teknologi finansial dengan
prinsip-prinsip syariah, sehingga mampu menjawab kebutuhan
masyarakat muslim yang menginginkan layanan keuangan halal,
transparan, dan inklusif. Kehadiran fintech syariah menjadi bagian
penting dari ekosistem ekonomi syariah nasional yang terus
berkembang seiring dengan meningkatnya literasi keuangan dan
penetrasi teknologi informasi.

Digitalisasi dalam keuangan syariah juga memiliki implikasi
strategis terhadap inklusi keuangan nasional. Data Otoritas Jasa
Keuangan (OJK, 2023) menunjukkan bahwa jumlah perusahaan
fintech syariah terus bertambah, terutama pada sektor peer-to-peer
lending dan crowdfunding berbasis wakaf. Hal ini menandakan adanya
permintaan yang tinggi terhadap layanan keuangan berbasis digital
yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, digitalisasi
memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian
Indonesia, karena fintech syariah menyediakan akses pembiayaan
yang lebih mudah dan cepat dibandingkan perbankan konvensional.
Dengan demikian, digitalisasi bukan sekadar tren teknologi,
melainkan kebutuhan strategis dalam menghadapi Revolusi Industri
4.0 dan 5.0.

Lebih jauh, digitalisasi dan fintech syariah memiliki keterkaitan
erat dengan agenda pembangunan nasional dan pencapaian
Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui platform digital,
distribusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat dilakukan secara
lebih efisien dan transparan, sehingga memperkuat peran dana sosial
Islam dalam mengurangi ketimpangan sosial. Fintech syariah juga
berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi halal yang berkelanjutan,
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sekaligus membuka peluang ekspansi ke pasar internasional di era
globalisasi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai digitalisasi dan
fintech syariah di Indonesia menjadi relevan tidak hanya bagi praktisi
dan akademisi, tetapi juga bagi peneliti yang ingin memahami
bagaimana inovasi teknologi dapat memperkuat fondasi ekonomi
syariah dalam konteks pembangunan nasional.

Landasan Filosofis dan Teologis Digitalisasi Syariah
Digitalisasi dalam ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari
landasan filosofis dan teologis Islam yang menekankan nilai tauhid,
keadilan, dan maslahah. Prinsip tauhid menegaskan bahwa seluruh
aktivitas ekonomi, termasuk penggunaan teknologi digital, harus
berorientasi pada pengabdian kepada Allah Swt. Dengan demikian,
digitalisasi bukan sekadar inovasi teknis, melainkan sarana untuk
memperkuat integrasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi
modern. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama kontemporer yang
menekankan bahwa teknologi adalah wasilah (alat) yang dapat
digunakan untuk mencapai tujuan syariah, selama tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip dasar agama.

Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah menuntut agar
digitalisasi mampu menciptakan akses yang merata bagi seluruh
lapisan masyarakat. Fintech syariah, misalnya, harus memastikan
bahwa layanan keuangan tidak hanya dinikmati oleh kelompok
masyarakat urban yang melek teknologi, tetapi juga menjangkau
masyarakat pedesaan dan UMKM yang seringkali terpinggirkan dari
sistem keuangan formal. Dengan memanfaatkan teknologi digital,
prinsip keadilan dapat diwujudkan melalui inklusi keuangan,
transparansi transaksi, serta penghapusan praktik riba, gharar, dan
maysir yang dilarang dalam Islam.

Selain itu, prinsip maslahah menekankan bahwa setiap inovasi
teknologi harus membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Digitalisasi dalam keuangan syariah memungkinkan distribusi zakat,
infak, sedekah, dan wakaf dilakukan secara lebih efisien, transparan,
dan akuntabel. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, tetapi juga
memperkuat peran dana sosial Islam dalam pembangunan nasional.
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Ekonomi Syariah dalam Perspektif Pembangunan Nasional

Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan wupaya sistematis dan
berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan
seluruh rakyat, pemerataan pendapatan, serta peningkatan kualitas
hidup berbasis nilai-nilai keadilan sosial. Di tengah tantangan
globalisasi, ketimpangan ekonomi, dan krisis multidimensi,
paradigma pembangunan Kkonvensional mulai dipertanyakan,
terutama dalam hal inklusivitas, keberlanjutan, dan etika ekonomi.

Dalam konteks ini, ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang
tidak hanya menawarkan instrumen keuangan yang sesuai dengan
prinsip syariah, tetapi juga mengusung nilai-nilai moral, keadilan, dan
tanggung jawab sosial. Ekonomi syariah, dengan prinsip-prinsip
seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penekanan pada bagi
hasil, transparansi, dan keberlanjutan, berpotensi menjadi pilar
penting dalam mendorong pembangunan nasional yang inklusif dan
berkeadilan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Chapra (2021), ekonomi syariah
bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan
ekonomi dan keadilan sosial melalui mekanisme pasar yang adil dan
distribusi pendapatan yang merata. Penelitian terkini juga
menunjukkan bahwa sektor keuangan syariah mampu meningkatkan
inklusi keuangan, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas yang
belum terjangkau layanan keuangan konvensional (Hassan et al,
2022).

Lebih jauh, laporan Islamic Financial Services Board (IFSB, 2023)
menunjukkan bahwa negara-negara dengan ekosistem ekonomi
syariah yang kuat cenderung memiliki ketahanan ekonomi yang lebih
baik terhadap guncangan makroekonomi. Di Indonesia, sebagai
negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi ekonomi
syariah sangat besar. Data dari State of the Global Islamic Economy
Report (2024) menempatkan Indonesia dalam posisi strategis dalam
pengembangan ekonomi dan keuangan syariah global, yang jika
dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi motor pertumbuhan
ekonomi nasional.

Oleh karena itu, integrasi ekonomi syariah dalam kerangka
pembangunan nasional bukan hanya relevan secara normatif, tetapi
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juga strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Keadilan Distribusi Kekayaan

1. Konsep Distribusi dalam Islam
Dalam Islam, keadilan distribusi kekayaan bukan sekadar tujuan
ekonomi, melainkan bagian integral dari sistem moral dan spiritual
yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya.
Al-Qur’an menegaskan bahwa seluruh harta adalah milik Allah (QS.
Al-Hadid: 7), dan manusia hanyalah pengelola (khalifah) yang
bertanggung jawab atas pemanfaatan dan distribusinya secara adil.
Prinsip ‘adl (keadilan) dan ‘ihsan’ (kebaikan) menjadi pondasi
utama dalam pengelolaan kekayaan.

Teori distribusi dalam ekonomi Islam berbeda mendasar
dengan ekonomi konvensional yang cenderung memprioritaskan
efisiensi pasar. Sebagaimana dijelaskan oleh Chapra (2021),
ekonomi Islam menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama,
bukan hanya pertumbuhan atau efisiensi. Dalam hal ini, distribusi
kekayaan harus mencerminkan prinsip ‘tawazun’ (keseimbangan)
dan ‘ta’adul’ (keadilan), sehingga tidak terjadi akumulasi kekayaan
di tangan segelintir orang sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-
Hasyr 7: “Agar harta itu jangan beredar hanya di antara orang-
orang kaya di kalangan kamu.”

Penelitian oleh Kuran (2020) menunjukkan bahwa sistem
ekonomi Islam memiliki mekanisme redistributif yang unik dan
lebih progresif dibandingkan sistem pajak modern, karena bersifat
wajib (zakat), sukarela namun dianjurkan (infak, sedekah, wakaf),
dan berkelanjutan (wakaf). Mekanisme ini dirancang untuk
menjaga stabilitas sosial dan mencegah ketimpangan ekonomi
yang ekstrim.

2. Instrumen Redistribusi Kekayaan dalam Islam
Islam menyediakan empat instrumen utama untuk redistribusi
kekayaan:
a. Zakat
Zakat adalah ibadah wajib bagi muslim yang memenuhi nisab
dan haul, dengan besaran tertentu (biasanya 2,5% untuk harta
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Ekonomi Syariah dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial

Pendahuluan

Ketimpangan sosial dapat diukur dengan berbagai cara, salah satunya
dengan Gini rasio, yang berkisar antara 0-1, di mana semakin
mendekati angka 1, maka semakin tinggi ketimpangannya.
Berdasarkan data BPS, sebagaimana tercantum pada Grafik 18.1, pada
Maret 2025, rasio Gini Indonesia menunjukkan angka 0,375 yang
tergolong kategori sedang (BPS, 2025). Dari Grafik 18.1 juga terlihat
bahwa ketimpangan di perkotaan lebih parah daripada di perdesaan.
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Grafik 18.1: Gini Rasio Indonesia
Sumber: BPS (2025)

Selain Rasio Gini, ukuran lain yang dapat dipergunakan untuk
mengukur ketimpangan dikembangkan oleh Bank Dunia. Berdasarkan
ukuran ketimpangan Bank Dunia, 40 persen kelompok penduduk
terbawah di Indonesia mengeluarkan 18,65 dari total pengeluaran
(BPS, 2025). Berdasarkan data World Inequality Database (2024),
sebagaimana disajikan pada Gambar 18.1, pada tahun 2024 10%
penduduk terkaya Indonesia menguasai 60,4% seluruh kekayaan. Jika
dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, Indonesia tergolong
negara-negara dalam kategori 60-62%, pada tingkat yang relatif sama
dengan Filipina tetapi lebih buruk dibandingkan Malaysia dan
Vietnam.
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Share of total (%)
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Gambar 18.1: Top 10% Net P;rsonal Wealth Share
Sumber: World Inequality Database (2024)

Meskipun demikian, masalah ketimpangan tersebut perlu diatasi
atau dikurangi agar pembagian kue ekonomi lebih adil. Cara
mengatasi ketimpangan sosial tersebut berbeda-beda tergantung
sistem ekonomi yang dipergunakan oleh suatu negara (Rusliandini et
al., 2025). Menurut sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi pasar
dengan mekanisme permintaan dan penawarannya merupakan alat
distribusi yang paling baik. Ketika setiap orang diberikan hak atas
pemilikan aset, setiap orang akan memperjuangkan kepentingannya
sendiri sehingga terdapat efisiensi, produktivitas, dan output yang
tinggi. Masalah utama dalam ekonomi pasar yaitu kecenderungan
pemilik modal untuk memperoleh pembagian kue ekonomi yang lebih
besar, sehingga terdapat ketimpangan ekonomi yang besar. Untuk
mengatasi hal tersebut, dalam ekonomi pasar sosial (social market
economy), pemerintah dapat melakukan intervensi apabila terdapat
kegagalan pasar (market failures) dan ketimpangan (inequality)
(Solikin et al., 2024).

Dalam studi keuangan publik, terdapat beberapa alat kebijakan
yang dapat dipilih untuk mengatasi ketimpangan pendapatan
tersebut. Dalam tinjauan sistem perpajakan, pajak mempunyai
berbagai macam fungsi, yaitu (a) fungsi anggaran (budgetair), yaitu
sebagai sumber pendapatan negara; (b) fungsi mengatur (regulerend),
yaitu untuk mengatur perekonomian untuk mencapai tujuan tertentu,
misalnya pertumbuhan ekonomi atau industrialisasi, dengan cara
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Konsep Dasar Sustainable Development Goals (SDGs)
Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda
pembangunan global yang disepakati oleh seluruh negara anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai
kelanjutan dan penyempurnaan dari Millennium Development Goals
(MDGs) yang berakhir pada tahun yang sama. SDGs dirancang sebagai
kerangka pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 dengan
tujuan utama menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan
sosial, dan kelestarian lingkungan. Berbeda dengan MDGs yang lebih
menitikberatkan pada isu sosial di negara berkembang, SDGs bersifat
universal, berlaku bagi seluruh negara tanpa terkecuali, termasuk
negara maju dan berkembang, sehingga menuntut adanya komitmen
bersama dalam menghadapi tantangan global seperti kemiskinan,
ketimpangan, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan (Sharifi,
Allam, Bibri, & Garmsir, 2024).

Secara konseptual, SDGs dibangun di atas lima prinsip utama
yang dikenal sebagai 5Ps, yaitu people, planet, prosperity, peace, dan
partnership. Prinsip people menekankan pentingnya pemenuhan hak-
hak dasar manusia, penghapusan kemiskinan, serta peningkatan
kualitas hidup secara adil dan inklusif. Prinsip planet menyoroti
tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan
hidup dan sumber daya alam bagi generasi sekarang dan mendatang.
Prinsip prosperity mengarah pada penciptaan kesejahteraan dan
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan merata.
Prinsip perdamaian menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat
dilepaskan dari terciptanya masyarakat yang damai, adil, dan
memiliki institusi yang kuat. Adapun prinsip partnership menekankan
pentingnya kemitraan global dan kolaborasi lintas sektor sebagai
prasyarat utama keberhasilan pencapaian SDGs.

Dalam kerangka tersebut, SDGs dirumuskan ke dalam 17 tujuan
pembangunan berkelanjutan yang mencakup berbagai aspek
kehidupan manusia dan lingkungan. Ketujuh belas tujuan tersebut
antara lain meliputi penghapusan kemiskinan dan kelaparan,
peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, kesetaraan gender,
penyediaan air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau,
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pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak, pembangunan industri
dan infrastruktur, pengurangan ketimpangan, kota dan permukiman
berkelanjutan, pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab,
penanganan perubahan iklim, perlindungan ekosistem laut dan darat,
hingga penguatan institusi yang adil dan kemitraan global. Setiap
tujuan dilengkapi dengan target dan indikator yang terukur guna
memastikan proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya secara
sistematis (Oktavianatun & Nugraheni, 2024).

Di Indonesia, implementasi SDGs telah diintegrasikan ke dalam
agenda pembangunan nasional melalui berbagai kebijakan dan
dokumen perencanaan, seperti Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Aksi Nasional SDGs.
Pemerintah Indonesia menempatkan SDGs sebagai bagian dari
strategi pembangunan berkelanjutan yang melibatkan berbagai
pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah,
sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, serta lembaga keagamaan.
Pendekatan ini mencerminkan karakter SDGs yang inklusif dan
partisipatif, sekaligus membuka ruang bagi kontribusi berbagai sistem
ekonomi, termasuk ekonomi syariah, dalam mendukung pencapaian
tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan konteks sosial,
budaya, dan ekonomi Indonesia.

Keterkaitan Ekonomi Syariah dengan Pembangunan
Berkelanjutan

Keterkaitan antara ekonomi syariah dan pembangunan berkelanjutan
dapat dipahami melalui kerangka Maqashid Syariah, yaitu tujuan
utama ditetapkannya hukum Islam yang berorientasi pada
terwujudnya kemaslahatan umat manusia. Maqashid Syariah secara
klasik mencakup perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz
al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-
mal). Dalam pembangunan berkelanjutan, kelima tujuan tersebut
merepresentasikan dimensi sosial, ekonomi, dan moral yang selaras
dengan upaya peningkatan kualitas hidup manusia secara
menyeluruh dan berjangka panjang. Maqgashid Syariah dapat
dipandang sebagai kerangka normatif yang menuntun arah

Zainal Arifin




Ekonomi Syariah dan Sustainable Development Goals (SDGs)

Daftar Pustaka

Ariyani, S., & Yasin, A. (2022). Analisis Dampak Zakat Produktif
Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pendekatan Center Of
Islamic Business And Economic Studies (CIBEST). Maro, Jurnal
Ekonomi Syariah dan Binsin, 5(1), 115-128.

Darmawan. (2022). Manajemen Risiko Keuangan Syariah. Jakarta:
Bumi Aksara.

Kusuma, H. & Asmoro, W. K. (2020). Perkembangan Financial
Technology (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.
Journal of Islamic Economic Development, 4(2).

Mubarok, J., Umam, K., Nugraheni, D. B, Antoni, V., Syafei, K, &
Primandasetio, S. (2021). Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan
Tinggi Hukum Strata 1. Jakarta: Departemen Ekonomi dan
Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

Oktavianatun, A., & Nugraheni, N. (2024). Analisis Perkembangan
Pendidikan Berkualitas Sebagai Upaya Mewujudkan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Socius: Jurnal Penelitian I[Imu-
IImu Sosial, 1(10), 113-118.

Sharifi, A., Allam, Z., Bibri, S. E., & Garmsir, A. R. (2024). Smart cities
and sustainable development goals (SDGs): A systematic literature
review of co-benefits and trade-offs. Cities, 146.

Sulistyowati, Rahayu, Y. S., & Naja, C. D. (2023). Penerapan Artificial
Intelligence sebagai Inovasi di Era Disrupsi dalam Mengurangi
Resiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah. jurnal Perbankan
Syariah, 7(2), 117-142.

Trimulato, Syamsu, N. & Octaviany, M. (2021). Sustainable
Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di
Bank Syariah. Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman.

Wulandari & Salma, A. (2025). Peran Ekonomi Islam dalam
Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
SALAM: Islamic Economics Journal, 6(2), 508-519.

Yasin, M. N. (2018). Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.
Malang: UIN Maliki Press.

Zainal Arifin




Ekonomi Syariah dan Sustainable Development Goals (SDGs)

PROFIL PENULIS

Zainal Arifin, S.E., M.E.

Penulis adalah akademisi, aktivis
masyarakat, dan penggerak pembangunan
berkelanjutan. Saat ini ia mengajar di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Islam Indragiri (UNISI). Dalam kariernya,
ia pernah menjabat sebagai Ketua LPPM
(2018-2019), Dekan FEB (2019-2023),
dan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan
Pengembangan (2023-2024). Pendidikan
tinggi ditempuh di UNISI (S1 MSDM) dan Universitas Trisakti Jakarta
(S2 IImu Ekonomi). Tahun 2025, ia tengah menyelesaikan studi
doktoral di Universitas Jambi (Ilmu Ekonomi) dan Philippine
Women’s University (Social Development). Keahlian saya meliputi

ekonomi  Islam, kewirausahaan, Kkepemimpinan, ekonomi
pemandangan, dan pembangunan sosial. Di luar kampus, Zainal
memimpin Yayasan Bangun Desa Payung Negeri (BDPN), yang
bergerak dalam pemberdayaan masyarakat, lingkungan, dan
pembangunan desa berkelanjutan. Melalui BDPN lahir inisiatif rakyat
seperti GREENOMOS, KAWAN PESISIR, dan AKAR RIAU. Sebagai putra
Indragiri Hilir, ia dikenal sebagai penggerak akar rumput yang aktif
memberdayakan nelayan, petani, dan komunitas lokal, dengan fokus
pada pembangunan desa serta pelestarian mangrove.

E-mail Penulis: zainalbdpn@gmail.com

Zainal Arifin

293


mailto:zainalbdpn@gmail.com

ﬁv

BAB 20
PELUANG EKONOMI
SYARIAH DI ERA
GLOBALISASI

Ir. Pathmi Noerhatini, M.Si., IPP.
Institut Teknologi Bandung




Peluang Ekonomi Syariah di Era Globalisasi

Pendahuluan

Ekonomi global saat ini ditandai oleh ketidakseimbangan signifikan
dan disparitas ekonomi, yang menuntut pendekatan pembangunan
berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam konteks ini, ekonomi syariah
menawarkan kerangka kerja yang didasarkan pada nilai-nilai Islam
untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketidakseimbangan ekonomi,
dan memberdayakan masyarakat (Amsari et al., 2024). Pendekatan ini
berlandaskan pada prinsip keadilan distributif, partisipasi
masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan, yang menjadi fondasi
untuk merancang paradigma pembangunan yang baru.

Transformasi paradigma pembangunan ekonomi melalui
pendekatan ekonomi syariah berpotensi besar dalam menciptakan
landasan kokoh bagi pembangunan berkelanjutan, serta memberikan
kontribusi signifikan dalam membuka wawasan dan arah baru bagi
pemikiran pembangunan ekonomi yang lebih holistik dan berdaya
tahan. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di
dunia, memiliki peluang besar untuk memimpin pertumbuhan
ekonomi syariah global, terutama dalam mengatasi kesenjangan sosial
dan ekonomi yang masih terjadi. Pengembangan ekonomi syariah di
Indonesia juga diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan
masyarakat tanpa memandang latar belakang agama, sehingga
kehadirannya dapat menjadi rahmat bagi semua (Nasrudin &
Solehudin, 2022). Meskipun demikian, integrasi ekonomi syariah ke
dalam pasar global tidak luput dari berbagai tantangan, mulai dari
regulasi yang belum sepenuhnya adaptif hingga persepsi yang keliru
tentang esensi ekonomi syariah itu sendiri. Oleh karena itu,
diperlukan langkah-langkah antisipatif dan strategis untuk
menghadapi dinamika ekonomi global sekaligus memanfaatkan
potensi yang ada dalam pengembangan ekonomi syariah, khususnya
di tengah kecenderungan peningkatan perhatian terhadap etika dalam
aktivitas ekonomi (Hakim, 2021).

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memahami kontribusi
ekonomi syariah dalam mengubah paradigma pembangunan ekonomi
menuju masa depan yang berkelanjutan dan mengeksplorasi strategi
pengembangan ekonomi syariah yang inovatif dan inklusif di era
globalisasi.
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Konsep Dansar dan Prinsip Utama Ekonomi Syariah
Ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang
berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, mengutamakan keadilan,
keseimbangan, serta kebermanfaatan sosial dalam setiap aktivitasnya
(Riyadi & Hilyatin, 2021). Sistem ini menawarkan pendekatan
alternatif yang menghindari praktik riba dan spekulasi, yang
seringkali menjadi pemicu krisis keuangan global. Pendekatan ini
berupaya menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan
berkelanjutan dengan melarang pemberian dan penerimaan bunga
serta membatasi instrumen keuangan spekulatif (Haikal & Efendi,
2024). Penerapan prinsip-prinsip syariah tersebut, termasuk
larangan riba, bertujuan untuk menciptakan stabilitas perekonomian
serta mendorong sektor riil.

Landasan utama ekonomi syariah mencakup nilai-nilai keadilan,
kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan yang diaplikasikan
dalam seluruh aspek kegiatan ekonomi. Secara fundamental, ekonomi
syariah menganut integrasi nilai, keyakinan, norma, dan ajaran Islam
sebagai elemen dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Paradigma ini secara spesifik menempatkan nilai-nilai syariah sebagai
landasan utama dalam perancangan dan implementasi kebijakan
pembangunan ekonomi, sosial, dan politik (Amsari et al., 2024).

Tujuan fundamental dari sistem ekonomi Islam adalah
tercapainya keadilan distributif pendapatan dan kebebasan individu
dalam kerangka kesejahteraan sosial, yang berakar pada konsep
tauhid. Penelitian mendalam mengenai konsep-konsep ekonomi Islam
klasik menunjukkan bahwa larangan riba, keadilan distribusi, dan
zakat merupakan relevansi esensial dalam teori makroekonomi
syariah kontemporer (Risydiyani, 2024). Pembahasan ini lebih lanjut
menyoroti bagaimana larangan riba mendorong perubahan substantif
dalam sistem moneter dan bagaimana zakat berfungsi sebagai
instrumen redistribusi pendapatan untuk mencapai keadilan ekonomi
(Risydiyani, 2024).

Sistem ekonomi syariah juga memiliki ketahanan yang kuat
terhadap krisis, terbukti dengan kinerja bank syariah yang lebih stabil
dibandingkan bank konvensional selama krisis global tahun 2008-
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2009 (Amrin, 2022). Prinsip pelarangan riba tidak hanya
berkontribusi pada stabilitas perbankan, tetapi juga terbukti mampu
mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas perekonomian secara
keseluruhan, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan
ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip ekonomi syraiah ini secara intrinsik berkaitan
dengan konsep keadilan distributif dan etika bisnis yang diamanahkan
dalam Islam (Wijayanto, 2024). Pentingnya kepatuhan terhadap
prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi
yang sesuai dengan tuntunan agama, bertujuan memberikan manfaat
merata bagi seluruh masyarakat dan mencapai kesejahteraan holistik.
Oleh karena itu, kebijakan moneter yang dijiwai oleh nilai-nilai
keadilan sosial, termasuk penghindaran riba, memiliki potensi besar
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara lebih
merata.

Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi
makro, tetapi juga pada kemampuan sistem untuk memastikan
kesejahteraan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip-
prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan, keseimbangan,
dan keberkahan, seperti konsep zakat, memainkan peran krusial
dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan
berkelanjutan. Sistem ini juga menekankan pentingnya instrumen
sosial Islam, seperti wakaf dan zakat, sebagai sarana untuk
mengurangi ketimpangan sosial dan mendukung pembangunan
ekonomi yang lebih berkelanjutan di tengah dinamika globalisasi
(Setiawan, 2024). Prinsip-prinsip tersebut juga memastikan bahwa
hukum asal muamalah adalah dibolehkan kecuali ada larangan,
sekaligus menjamin terciptanya keadilan sosial melalui mekanisme
seperti zakat untuk meminimalkan kesenjangan. Prinsip-prinsip
syariah tersebut, seperti larangan riba dan penerapan zakat, secara
inheren mendorong redistribusi kekayaan yang adil dan seimbang,
serta memitigasi dampak negatif dari praktik ekonomi yang
eksploitatif (Setiawan, 2024).

Sejak periode pasca Nabi Muhammad SAW, sarjana Muslim telah
mengembangkan pemikiran ekonomi berdasarkan prinsip syariah,
dengan keadilan distribusi kekayaan dan pengaturan harga sebagai
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Pengenalan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem perekonomian berdasarkan
prinsip syariah yang ditujukan untuk membangun keseimbangan
dalam kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat. Ekonomi syariah
menekankan pada aspek keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan
umat. Sistem ini berakar pada syariah yang bersumberkan Al-Qur’an,
Hadis, serta ijtihad ulama. Pada ekonomi syariah, transaksi ekonomi
harus dilakukan selaras dengan prinsip syariah dengan larangan
unsur riba (bunga berbunga), gharar (spekulasi), serta maysir
(perjudian) beserta menekankan kehalalan setiap transaksi.

Ekonomi syariah mengedepankan prinsip keadilan distributif di
mana distribusi kekayaan tidak boleh hanya terpusat pada kelompok
tertentu, tetapi harus merata di seluruh lapisan masyarakat. Prinsip
ini mencerminkan konsep kesetaraan sosial dalam Islam yang
menolak eksploitasi dan penumpukan kekayaan oleh segelintir
individu atau kelompok (Chapra, 2020).

Ekonomi syariah juga berlandaskan pada prinsip kerja sama dan
tolong-menolong dalam aktivitas ekonomi. Konsep ini tercermin
dalam berbagai mekanisme ekonomi syariah semisal mudharabah
(kemitraan investasi), musyarakah (kerja sama bisnis), serta
murabahah (jual beli dengan laba yang disepakati). Melalui
mekanisme ini, ekonomi syariah berusaha menciptakan sistem lebih
inklusif dan berorientasi kesejahteraan bersama. Ekonomi syariah
selain mengatur transaksi finansial, juga menekankan pada etika
bisnis dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan kegiatan
ekonomi (Igbal & Mirakhor, 2019).

Larangan terhadap riba menjadi prinsip utama ekonomi syariah.
Riba dilarang karena dianggap bentuk eksploitasi pada pihak lemah
yang menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial. Ekonomi syariah
menawarkan sistem pembiayaan berbasis bagi hasil, yang
memberikan peluang lebih adil bagi kedua belah pihak dalam suatu
transaksi keuangan. Dengan sistem ini risiko dan keuntungan dibagi
secara proporsional berdasarkan kesepakatan sehingga tercipta
keseimbangan hubungan ekonomi antara individu atau lembaga yang
terlibat (Ahmed, 2021).

Ekonomi syariah juga melarang adanya praktik gharar dan maysir
pada transaksi ekonomi. Gharar mengacu pada ketidakpastian
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ataupun spekulasi yang tinggi pada transaksi yang menimbulkan
kerugian bagi salah satu pihak.

Contoh gharar adalah kontrak yang tidak jelas atau adanya
ketidaktahuan dalam suatu transaksi. Maysir atau perjudian juga
dilarang karena bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang
menekankan pada usaha dan kerja keras dalam memperoleh
keuntungan. Islam mengajarkan bahwa tiap individu harus
memperoleh rezeki secara halal serta tak membuat kerugian pihak
lainnya hingga setiap transaksi yang mengandung ketidakpastian dan
perjudian harus dihindari (El-Gamal, 2020).

Implementasi Ekonomi Syariah dalam Kehidupan
Masyarakat di Indonesia

Implementasi ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari
mencakup berbagai sektor dari perbankan dan keuangan hingga
perdagangan dan sektor sosial. Salah satu bentuk implementasi
ekonomi syariah yang paling nyata adalah dalam sektor perbankan
dan keuangan syariah. Bank syariah beroperasi dengan sistem yang
menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).
Bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil melalui akad seperti
mudharabah dan musyarakah, serta transaksi jual beli dengan akad
murabahah, ijarah, dan istisna'. Masyarakat dapat memanfaatkan
layanan perbankan syariah untuk menabung, berinvestasi, serta
memperoleh pembiayaan sesuai dengan syariah tanpa terlibat dalam
praktik riba yang dilarang syariah.

Ekonomi syariah juga diterapkan dalam pasar modal syariah yang
menyediakan instrumen investasi berbasis Islam seperti sukuk
(obligasi syariah) dan reksa dana syariah. Pasar modal syariah
memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dalam instrumen yang
sesuai prinsip syariah, yang berarti perusahaan yang menerima
pendanaan harus menjalankan bisnis halal dan tidak melanggar
aturan syariah. Dengan adanya pasar modal syariah, individu maupun
institusi memiliki alternatif investasi yang selain memberi
keuntungan moneter juga selaras dengan nilai syariah.
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Kasus Dana Syariah Indonesia (DSI) yang gagal bayar
berpotensi menimbulkan risiko citra terhadap industri keuangan
syariah secara keseluruhan. Kepercayaan publik terhadap label
syariah bisa tergerus karena kasus ini menunjukkan adanya
kemungkinan penyalahgunaan label syariah untuk kegiatan yang
tidak sesuai prinsip.
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SRONOMI SY ARIAH
DI INDONESIA

Kehadiran buku ini merupakan ikhtiar untuk memberikan pemahaman yang
lebih mendalam mengenai perkembangan, prinsip, serta praktik ekonomi
syariah yang semakin relevan dalam konteks perekonomian nasional. Ekonomi
syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat, baik dalam sektor
perbankan, keuangan, maupun usaha mikro dan kecil. Hal ini menunjukkan
bahwa nilai-nilai syariah tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga
mampu menjadi landasan praktis dalam membangun sistem ekonomi yang
adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ekonomi
Syariah bukan sekadar alternatif sistem keuangan, melainkan sebuah
manifestasi ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai luhur. Di tengah dinamika
ekonomi global yang penuh ketidakpastian, sistem ekonomi syariah
menawarkan resiliensi melalui prinsip kebersamaan, transparansi, dan
pelarangan praktik-praktik yang merugikan (ribawi). Buku ini tidak hanya
menyentuh aspek teoretis, tetapi juga implementasi praktis yang spesifik
dalam konteks lokal Indonesia. Pembahasan utama meliputi:

Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia
Landasan Filosofis dan Teologis Ekonomi Syariah
Prinsip—Prinsip Dasar Ekonomi Syariah
Figh Muamalah dalam Hukum Ekonomi Syariah
Sistem Perbankan Syariah di Indonesia
Industri Keuangan Non-Bank Syariah
Pasar Modal Syariah
Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf dalam Perekonomian Nasional
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah
. Akad-Akad dalam Ekonomi Syariah
Peran Otogitas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional
DSN-MUI
12. Fatwa-Fatwa DSN-MUI dalam Praktik Ekonomi Syariah
13. Perbandingan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional
14. Etika Bisnis Syariah di Indonesia
15. UMKM dalam Ekonomi Syariah
16. Digitalisasi dan Fintech Syariah di Indonesia
17. Ekonomi Syariah dalam Perspektif Pembangunan Nasional
18. Ekonomi Syariah dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial
19. Ekonomi Syariah dan Sustainable Development Goals (SDGs)
20. Peluang Ekonomi Syariah di Era Globalisasi
21. Studi Kasus: Keberhasilan dan Kegagalan Praktik Ekonomi Syariah
di Indonesia
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